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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP-DRJD 540 Tahun 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN FASILITAS PELABUHAN
SUNGAI, DANAU, DAN PENYEBERANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas konstruksi
pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan yang
fungsional, handal, dan diselenggarakan secara tertib,
perlu dilakukan pemeriksaan fasilitas pelabuhan sungai,
danau dan penyeberangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur
Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman
Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau dan
Penyeberangan,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
o731);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomeor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 52 Tahun
2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN FASILITAS PELABUHAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN.

Menetapkan pedoman pemeriksaan fasilitas pelabuhan
sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pedoman pemeriksaan fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan
penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA dilakukan berdasarkan beberapa tahapan:

a. pemeriksaan awal;

b. pemeriksaan lanjutan; dan

c. pemeriksaan khusus.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pemeriksaan fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan

penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KEDUA dilaksanakan oleh petugas pemeriksa yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. pendidikan paling rendah DIII Teknik sipil;

b. dilengkapi peralatan untuk pemeriksaan fasilitas
pelabuhan; dan

c. memahami tatacara pengujian material konstruksi
bangunan sesuai peraturan yang berlaku.

Petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KETIGA terdiri atas:

a. pejabat atau staf teknis, yang merupakan Aparatur Sipil
Negara yang mempunyai tugas di bidang pelabuhan
sungai, danau dan penyeberangan; dan/atau

b. tenaga ahli, yang merupakan konsultan atau perseorangan
vang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang
rancang bangun pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan.

Pemeriksaan fasilitas pelabuhan sungai, danau, dan

penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM

KETIGA dilakukan pada:

dermaga;

bangunan gedung;

tempat tunggu kendaraan bermotor;

pemadam kebakaran;

fasilitas penunjang;

alur pelayaran dan kolam pelabuhan; dan
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sarana bantu navigasi pelayaran.




KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2022
DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, SH, M. Si

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

2. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh
Indonesia;

3. Para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat;
4. PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
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LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR KP-DRJD 540 Tahun 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMERIKSAAN FASILITAS PELABUHAN
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN

PEDOMAN PEMERIKSAAN FASILITAS PELABUHAN SUNGAU, DANAU
DAN PENYEBERANGAN

1. Umum

1.1 Pendahuluan

Pelabuhan adalah salah satu elemen penting dalam sistem transportasi
perairan pada negara kepulauan seperti Indonesia. Pelabuhan sungai, danau
dan penyeberangan yang menyebar di seluruh pelosok wilayah Indonesia
yang secara karakteristik sebenarnya dapat dipisahkan atas pelabuhan
sungai dan danau sendiri dan pelabuhan penyeberangan. Dalam hal
pengelolaan saat ini pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan dikelola
oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan oleh PT. ASDP Indonesia
Ferry (Persero) untuk pelabuhan yang diusahakan.

Sebagian besar pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan
di Indonesia belum didasarkan pada pemeliharaan dan perawatan yang
menyeluruh baik dari aspek teknis dan non teknis. Hal ini mengakibatkan
fungsi dan tujuan pembangunan prasarana pelabuhan tersebut menjadi
kurang efektif dan tidak berfungsi secara maksimal.

1.1.1 Pemeriksaan  Fasilitas Pelabuhan Sungai,  Danau Dan
Penyeberangan

1.1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya pemeriksaan fasilitas adalah untuk meyakinkan
bahwa kondisi prasarana dalam keadaan aman untuk digunakan dan juga
mengamankan nilai investasi yang ada di pelabuhan. Data hasil pemeriksaan
akan digunakan untuk merencanakan suatu program pemeliharaan,




rehabilitasi, perkuatan dan penggantian suatu struktur atau fasilitas di
pelabuhan.

Penyusunan Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP, adalah untuk
mendapatkan suatu standar/pedoman tertulis yang dipergunakan dalam
penyusunan kegiatan pemeriksaan fasilitas pelabuhan SDP.

1.1.3 Sasaran

Pelaksanaan Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP perlu dilakukan dengan

sasaran adalah:

a. Sebagai acuan bagi penyelenggara dan pengelola pelabuhan dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan sungai, danau
dan penyeberangan agar selalu laik fungsi;

b. Terwujudnya pemanfaatan bangunan dan fasilitas yang laik pakai,
memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan
kemudahan serta efisien,;

c. Meningkatkan kehandalan, kualitas pelayanan, selamat, kelancaran
operasional dan keselamatan lalu lintas pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan yang efektif, efisien dan berdaya saing tinggi, yang
diwujudkan dalam bentuk draft rancangan Surat Keputusan Direktur
Jenderal.

Pekerjaan Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP dilakukan dengan

mengumpulkan data-data sebagai berikut :

a. Detail Fasilitas Pelabuhan SDP secara administratif seperti nama
pelabuhan, lokasi, tahun konstruksi, lintasan yang dilayani, kapal yang
melayani, dan sebagainya,

b. Data hasil perencanaan;

Data hasil pelaksanaan konstruksi;dan

d. Data lainnya.
1.2 Pelaksana Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP

Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas pelabuhan harus dilakukan berdasarkan
kebijakan manajemen yang menyeluruh, mulai dari pemeriksaan, rencana
dan program, perencanaan teknis hingga pada pelaksanaan dan
pemeliharaan. Kegiatan-kegiatan pemeriksaan harus dilakukan secara
sistematik sehingga kondisi fasilitas pelabuhan dapat terpantau dan dapat
ditentukan beberapa tindakan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa



struktur fasilitas pelabuhan dalam keadaan aman dan layak, dengan
menggunakan dana yang optimum untuk pekerjaan rehabilitasi, konstruksi,
maupun pemeliharaan rutin.

Prosedur kegiatan dalam proses pelaksanaan pemeriksaan fasilitas
pelabuhan SDP adalah sebagaimana bagan alir berikut.
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Gambar 1.1. Bagan Alir Prosedur Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP

1.2.1 Pelaporan

Data hasil pemeriksaan fasilitas pelabuhan SDP dilaporkan dalam standar
form pemeriksaan yang disediakan dan disimpan dalam data arsip di
Direktorat Teknis untuk dilakukan pemutahiran data. Laporan pemeriksaan
harus dilaporkan program pemeriksaan ditentukan.

Data hasil pemeriksaan merupakan data yang penting yang akan
dipergunakan bagi perencana dan pengelola pelabuhan untuk menentukan
keputusan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang diperlukan bagi setiap
kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, perkuatan dan penggantian suatu

struktur fasilitas pelabuhan.



1.2.2 Jenis Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP

Jenis pemerikaaan fasilitas pelabuhan dibedakan berdasarkan skala yang
intensitasnya. Adapun jenis pemeriksaan yang utama yang dilakukan adalah
sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Pendahuluan (Inventarisasi Awal)

b. Pemeriksaan Lanjutan (Detail)

c. Pemeriksaan Khusus

Sebagai tambahan pemeriksaan rutin juga akan sekilas dijabarkan dalam

pedoman ini.

1.2.3 Petugas Pelaksana Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP (Petugas

Pemeriksa)

Untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan fasilitas pelabuhan SDP,
diperlukan petugas pemeriksa yang memiliki kualifikasi yang sesuai.
Petugas pemeriksa ini adalah pejabat dan staf teknis di pengelola pelabuhan
atau Direktorat Teknis terkait, ataupun tenaga ahli yang memiliki kualifikasi
untuk melakukan pemeriksaan fasilitas pelabuhan SDP.

Untuk dapat melaksanakan suatu pemeriksaan yang benar dan sesuai
prosedur, diperlukan pelatihan maupun bimbingan teknis kepada petugas
pemeriksa sehingga standar pelaporan tetap terus terjaga dan dapat
dipertanggungjawabkan.

1.3 Panduan Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP ini menjelaskan mengenai
prosedur pelaksanaan pemeriksaan fasilitas pelabuhan SDP. Prosedur
meliputi pemahaman terhadap informasi tentang elemen fasilitas pelabuhan
SDP dan kerusakannya, metode pengumpulan data, dan penyusunan

laporan pemeriksaan.




2. Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan Sungai, Danau Dan Penyeberangan
2.1 Umum

Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP merupakan pemeriksaan prasarana
Pelabuhan SDP yang dilaksanakan dengan menggunakan prosedur yang
terstandar, sehingga pemeriksaan dapat berlangsung dengan efisien dan
menyeluruh dan penilaian kondisi fasilitas pelabuhan SDP dapat seragam.

Prosedur ini berguna untuk memastikan bahwa :

a. Data administrasi lengkap dan akurat;

b. Semua komponen dan elemen fasilitas pelabuhan SDP sudah diperiksa
dan kondisinya sudah dinilai;

c. Semua kerusakan sudah diselidiki dan apakah kerusakan tersebut
berarti atau memerlukan suatu tindakan darurat yang harus dicatat;

d. Semua kerusakan yang dicatat harus diperiksa kembali untuk memantau
keadaan kerusakannya atau memeriksa apakah penanganan yang
pernah dilakukan efektif atau tidak.

2.2 Dasar Prosedur Pemeriksaan

Secara umum, urutan prosedur pemeriksaan terdiri atas Pemeriksaan Awal,
Pemeriksaan Detail, dan Pemeriksaan Khusus. Tahapan dalam prosedur
pemeriksaan tersebut dijelaskan gambar berikut.

Pemeriksaan
Awal/lnventarisasi

‘ Pemeliharaan
Rutin
NK>3
Terdapat hal-hal Pemeriksaan

darurat atau khusus Detail
NK=5 / Perbaikan //
‘ /

A

NK< 2
v

Pemeriksaan
Khusus

Gambar 2.1. Urutan Prosedur Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP

Untuk menentukan dilakukannya pemeriksaan detail atau pemeriksaan
khusus, perlu dilakukan rapat terlebih dahulu antara penyelenggara



pelabuhan dengan Direktorat Teknis terkait untuk menentukan elemen-
elemen apa saja yang akan dilakukan pemeriksaan secara detail atau khusus
dan metode pemeriksaan (non-destructive atau destructive) dan cara

perbaikan yang akan dilakukan.

Dasar kegiatan perbaikan prasarana di Direktorat Transportasi Sungai
Danau dan Penyeberangan ditentukan melalui kegiatan desain rehabilitasi
(DED) sebagai dasar jenis perbaikan dan biaya perbaikan yang perlu
dianggarkan. Untuk kegiatan rehabilitasi yang cukup besar, kegiatan DED
sebaikanya dilakukan oleh tenaga ahli yang memenuhi syarat ataupun
penyedia jasa konsultansi yang kompeten.

Fasilitas Pelabuhan SDP terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan
satu dengan yang lainnya. Sifat-sifatnya kompleks, tetapi untuk
pemeriksaan, elemen yang ada dikelompokkan kedalam beberapa komponen

sebagai berikut :

Dermaga

Bangunan Gedung

Tempat Tunggu Kendaraan Bermotor
Pemadam Kebakaran

Fasilitas Penunjang

Alur Pelayaran dan Kolam Pelabuhan
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Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

2.3 Pemeriksaan Rutin

Lingkup pemeriksaan rutin tidak masuk dalam lingkup penilaian pekerjaan
ini. Namun sejatinya pemeriksaan rutin harus dilakukan setiap setahun
sekali yaitu untuk memeriksa apakah pemeliharaan rutin dilaksanakan
dengan baik atau tidak dan apakah harus dilaksanakan tindakan darurat
atau perbaikan untuk memelihara fasilitas pelabuhan supaya tetap dalam

kondisi aman dan layak.

2.4 Pemeriksaan Awal (Inventarisasi)

Pada waktu pemeriksaan inventarisasi awal, elemen pada Pelabuhan SDP
tidak diperiksa secara terperinci. Pemeriksaan awal adalah pengumpulan



data dasar administrasi, geometri, material dan data-data tambahan lain
termasuk lokasi, fasilitas yang ada dan dimensinya, penilaian kondisi secara

fasilitas pada fasilitas pokok.

Hal-hal yang harus dilakukan pada inventarisasi awal ini adalah melakukan
pengamatan dan penilaian secara visual terhadap antara lain:

a. Mengamati kondisi Fasilitas Pelabuhan SDP dalam kondisi operasional,
untuk mendeteksi kerusakan atau perubahan struktur pada waktu jam

operasional.

o

Memeriksa kerusakan, kehilangan, perubahan bentuk, karat atau
membusuknya elemen dan menilainya.

Memeriksa hilangnya, dan kerusakan pada struktur baja.

Memeriksa hilangnya, dan kerusakan pada stuktur beton bertulang.
Memeriksa hilangnya, dan kerusakan pada struktur kayu.

Moo oao

dan sebagainya yang bisa dilakukan secara visual. (Pemeriksaan Tingkat
I, 11, 1)

2.5 Pemeriksaan Detail

Daftar pemeriksaan yang ada pada pemeriksaan inventarisasi awal juga
berlaku pada saat pemeriksaan detail. Walaupun demikian diperlukan
pemeriksaan terhadap semua level pada hirarki fasilitas pelabuhan SDP.
Kerusakan yang tercatat mungkin merupakan hasil dari masalah yang
lampau, yang mana harus diidentifikasi dan dikenali.

Pemeriksaan detail dilakukan untuk mengetahui kondisi pelabuhan dan
elemennya guna mempersiapkan strategi penanganan untuk setiap
pelabuhan dan membuat prioritas penanganannya.

Pemeriksaan detail dilakukan paling sedikit sekali dalam lima tahun atau
dengan interval waktu yang lebih pendek tergantung pada kondisi prasarana
pelabuhan. Pemeriksaan detail juga perlu dilakukan setelah dilaksanakan
pekerjaan rehabilitasi atau pekerjaan perbaikan besar, guna mencatat data
vang baru, dan setelah pelaksanaan pembangunan pelabuhan baru untuk

mencatatnya dalam laporan pemeriksaan detail.

Untuk melaksanakan pemeriksaan detail, fasilitas pelabuhan dibagi dalam
suatu hirarki elemen struktur. Hirarki fasilitas ini dibagi menjadi 5 level
(tingkatan) elemen. Level tertinggi adalah Level 1 yaitu pelabuhan itu sendiri
yang dianggap sistem manajemen tertinggi, dan sistem yang paling rendah



adalah level 5 yaitu individual elemen dengan lokasinya yang tertentu seperti
tiang pancang ke 2 dari mooring dolphin terluar, gelagar melintang kedua
dari struktur baja Moveable Bridge, dan sebagainya.

Pemeriksaan detail mendata semua kerusakan yang berarti pada prasarana
pelabuhan dan ditandai dengan nilai kondisi untuk setiap elemen, kelompok
elemen dan komponen utama fasilitas. Nilai kondisi untuk pelabuhan secara

keseluruhan didapat dari nilai kondisi setiap elemen prasarana pelabuhan.
2.6 Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah
petugas pemeriksa mendapat hasil rekomendasi pada saat pemeriksaan
detail karena petugas pemeriksa terdapat kurangnya data sehingga
diperlukan pemeriksaan yang lebih dalam untuk menentukan kondisi

struktur.
2.7 Koordinasi Pemeriksaan Prasarana

Direktorat Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan bertanggung
jawab atas program penilaian fasilitas pelabuhan secara keseluruhan, untuk
selanjutnya mengembangkan prosedur pemeriksaan, membuat program
pelatihan untuk melatih petugas-petugas pemeriksa, serta untuk melakukan
sertifikasi terhadap petugas pemeriksa di tingkat provinsi, kabupaten/kota,
maupun BPTD.

2.8 Panduan Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP

Pedoman Pemeriksaan Fasilitas Pelabuhan SDP ini menjelaskan mengenai
prosedur pelaksanaan pemeriksaaan fasilitas pelabuhan SDP. Selain itu
buku ini menyediakan informasi tentang elemen struktur prasarana

pelabuhan beserta kerusakannya.

Buku ini dibagi dalam 4 bagian yaitu, penjelasan tentang Pemeriksaan
Awal/Inventarisasi, Pemeriksaan Detail, Pemeriksaan Khusus, dan
penjelasan mengenai elemen pelabuhan dan kerusakannya yang umum

terjadi.

Buku ini juga berisi beberapa lampiran dan gambar yang dapat dijadikan
sebagai pedoman dalam pemeriksaan fasilitas pelabuhan SDP.



3. Sistem Hirarki Dan Penomoran Komponen Dan Elemen
3.1 Umum

Penomoran komponen dan elemen fasilitas pelabuhan SDP ini diperlukan
untuk mencatat lokasi kerusakan terutama untuk komponen-komponen

yang berada dalam wilayah fasilitas pelabuhan SDP.

Fasilitas yang ada di Pelabuhan SDP dibangun berdasarkan kondisi teknis
lokasi dan tingkat kebutuhan saat pembangunan dilaksanakan sehingga
besaran maupun jenis fasilitas yang ada tidak selalu sama antara lokasi satu
dengan lainnya. Pengelompokan elemen dan penomoran elemen di bawah ini
dilakukan berdasarkan pada inventarisasi dan tipikal fasilitas yang ada di
pelabuhan-pelabuhan SDP secara umum.

Fasilitas Pelabuhan SDP terdiri dari sejumlah elemen yang saling berkaitan
satu dengan yang lainnya. Sifat-sifatnya kompleks, tetapi untuk
pemeriksaan, elemen yang ada dikelompokkan kedalam beberapa komponen
yang didasarkan pada peruntukan wilayah daratan dan perairan dengan
kriteria kebutuhan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang ada di
Pelabuhan SDP, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2009 tentang Kepelabuhanan.

3.2 Uraian Elemen

Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan sungai, danau dan
penyeberangan ditetapkan klasifikasi pelabuhan sebagai berikut:

a. Pelabuhan Penyeberangan

b. Pelabuhan Sungai

c. Pelabuhan Danau

Setiap pelabuhan baik Pelabuhan Sungai, Pelabuhan Danau maupun
Pelabuhan Penyeberangan dikelompokan menjadi dua kriteria yaitu :

a. Fasilitas perairan
b. Fasilitas daratan

3.2.1.Fasilitas Perairan

Fasilitas Perairan terbagi menjadi beberapa elemen yaitu :
a. Dermaga



C.

Dermaga adalah bangunan sipil yang digunakan sebagai sarana untuk
kapal tambat.

Fasilitas Bongkar-Muat

Fasilitas bongkar-muat untuk pelabuhan SDP terdiri dari :

1) Plensengan
Sistem plensengan atau dermaga parabolik adalah sistem bongkar-
muat untuk kendaraan dengan cara menaikkan permukaan dermaga
secara parabolik sehingga dapat digunakan sebagai landasan ramp
door kapal. Sistem ini digunakan bila pasang surut berkisar antara 1-
1,50 m

2) Ponton

Sistem ponton merupakan fasilitas bongkar-muat yang biasa
diterapkan untuk mengantisipasi tingginya pengaruh pasang surut.
Konstruksi ini terdiri dari jembatan dan ponton. Ponton berfungsi
untuk menggerakkan jembatan naik-turun sesuai fluktuasi pasang
surut. Untuk melindungi ponton dari benturan kapal yang merapat
maka dibuat pelindung ponton berupa portal pelindung yang
dilengkapi dengan fender.

3) Movable bridge
Sistem Movable Bridge merupakan pengembangan dari sistem ponton
yang dirasakan memiliki banyak kelemahan. Sistem ini berupa
jembatan yang dapat bergerak naik turun mengikuti pergerakan
pasang surut air laut. Sistem ini sangat efektif apabila pasang surut
di perairan lokasi dermaga cukup tinggi. Perbedaannya dengan sistem
ponton adalah pada sistem penggeraknya yang menggunakan sistem
hidraulik/tackle electric. Sistem ini digunakan bila pasang surut

antara2m-4m

Fender dan Frontal Frame
Fender dan Frontal Frame adalah sistem konstruksi yang digunakan
untuk meredam atau mengurangi benturan kapal pada saat merapat di

dermaga.

Trestle
Trestle adalah jalan yang menghubungkan antara daratan dengan
dermaga, biasanya dipakai pada dermaga jenis jetty atau dermaga jenis
dolphin.



Bollard

Bollard adalah fasilitas tambat untuk kapal. Alat penambat ini
direncanakan untuk bisa menahan gaya horisontal yang ditimbulkan
oleh gaya tarik kapal sebagai akibat tiupan angin dan dorongan arus yang
mengenai badan kapal pada waktu ditambatkan.

Causeway
Causeway adalah konstruksi jalan yang menyeberangi perairan yang
menghubungkan antara terminal dengan dermaga yang dilalui oleh

kendaraan yang akan masuk ke kapal.

Alur Pelayaran

Alur pelayaran adalah suatu kawasan perairan di luar kolam pelabuhan
berikut alur pelayarannya yang dapat dipergunakan untuk lego jangkar
kapal-kapal selama menunggu antrian untuk sandar atau saat sedang
docking ringan (tidak beroperasi atau istirahat).

Pemecah Gelombang (Breakwater)
Breakwater adalah bangunan pelindung bagi kapal-kapal yang berlabuh
dari pengaruh gelombang, sehingga kapal-kapal tersebut aman dalam
melakukan aktivitas bongkar muat.

Kolam Pelabuhan

Kolam pelabuhan adalah areal pelabuhan yang memiliki kedalaman
tertentu sehingga memungkinkan kapal melakukan gerak baik pada saat
merapat maupun pada saat akan berlayar. Kolam ini merupakan kolam
alami maupun buatan.

Revertment (talud)
Revetment adalah bangunan pelindung tebing pantai terhadap bahaya

kelongsoran, erosi dan abrasi.

Rambu Suar, Beacon, Bouy

adalah alat bantu pelayaran yang diangker pada suatu tempat yang
dianggap tepat. Pelampung ini bisa diberi lampu atau tidak, atau bisa
juga diberi radar pemantul, bel atau bunyi peringatan yang disesuaikan
dengan penggunaannya.

3.2.2.Fasilitas Daratan

Fasilitas Daratan terbagi menjadi beberapa elemen yaitu:

a.

Kantor Pelabuhan




Kantor pelabuhan adalah beberapa ruangan yang digunakan untuk
kegiatan administrasi pemerintahan seperti pengelolaan dan pengawasan
pelabuhan serta pimpinan cabang pelabuhan. Sesuai dengan tingkat
kesibukannnya, perkantoran dapat berupa gedung terpisah dari gedung
terminal. Disamping itu, pada pelabuhan-pelabuhan besar, gedung ini
juga digunakan untuk memfasilitasi operator kapal dalam

mengoperasikan kapal-kapalnya.

Terminal Penumpang

Terminal penumpang adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai
ruang tunggu penumpang sebelum diperkenankan memasuki kapal.
Ruangan pokok yang harus tersedia adalah ruang penjualan tiket dan
ruang tunggu penumpang serta ruangan umum lainnya seperti kantin,
toilet, mushalla dan lain-lain. Pada pelabuhan kecil, bangunan terminal
biasanya digabungkan dengan bangunan administrasi pengelolaan
pelabuhan. Sementara pada pelabuhan yang cukup besar, dimana
kegiatan bongkar muatnya tinggi, ruang pengelola pelabuhan dapat
dipisahkan dari gedung terminal dan dimasukkan dalam satu gedung

tersendiri, yaitu dalam gedung kantor administrasi.

Gangway
Gangway merupakan konstruksi jembatan penghubung antara terminal
dan kapal yang digunakan khusus oleh penumpang yang akan menuju

ke kapal.

Jalan
Jalan merupakan konstruksi jalan raya yang menghubungkan antar
fasilitas dalam pelabuhan.

Areal Parkir

Areal parkir merupakan areal yang terbuat dari konstruksi perkerasan
untuk menampung kendaraan baik untuk istirahat, menunggu proses
administrasi (ticketing) dan menunggu mendapatkan giliran masuk

untuk boarding ke dalam kapal.

Pos Pengawasan dan Pos Pelayanan
Pos pelayanan adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai ruang
pelayanan terhadap penumpang baik dalam penjualan tiket dan

pelayanan umum.



Pos pengawasan adalah bangunan gedung yang digunakan sebagai ruang
pengawasan Kkegiatan/aktivitas operasi pelabuhan dan menjaga

keamanan fasilitas-fasilitas pelabuhan.

Jembatan Timbang

Penimbang muatan adalah konstruksi jembatan timbang kendaraan yang
dipergunakan untuk menimbang berat kendaraan jenis truk berikut
muatannya. Pada umumnya jembatan timbang ditempatkan sebelum

pintu gerbang masuk (toll gate)

Passenger bridge

Passenger bridge adalah suatu konstruksi yang menghubungkan salah
satu ujung jembatan penghubung dengan daratan. Sesuai dengan
kondisi medan yang ada, maka konstruksi jembatan penghubung ini
dapat berupa trestle, tanggul atau keduanya.

Fasilitas Bahan Bakar Minyak (BBM).

Fasilitas penyimpanan bahan bakar adalah fasilitas penyimpanan bahan
bakar kapal yang disertai dengan peralatan pompa untuk mengalirkan
bahan bakar ke dalam tangki bahan bakar kapal.

Instalasi air
Instalasi air merupakan instalasi air bersih yang digunakan untuk
keperluan kapal. Yang termasuk dalam fasilitas ini adalah bak

penampungan air, pompa air serta sumber air bersih itu sendiri.

Instalasi listrik
Instalasi listrik merupakan fasilitas pemasok tenaga listrik guna
mendukung kegiatan bongkar muat di pelabuhan, sumbernya bisa dari

genset dan PLN atau dari keduanya.

Fasilitas Telekomunikasi

Fasilitas komunikasi adalah perangkat yang digunakan untuk
berkomunikasi dengan kapal atau dengan pelabuhan lain. Perangkat ini
biasanya berupa radio komunikasi dua arah yang menggunakan
frekuensi radio. Perangkat komunikasi lain adalah jaringan telepon.

. Instalasi Pemadam Kebakaran
Pemadam kebakaran merupakan fasilitas penanggulangan bahaya
kebakaran berupa hydrant, tabung kebakaran, dan alarm pendeteksi




kebakaran. Untuk pelabuhan-pelabuhan besar biasanya sudah

dilengkapi dengan unit mobil pemadam kebakaran.

&P

Gambar 3-1 Contoh Lengkap Layout Prasarana Pelabuhan Sungai

Danau dan Penyeberangan.



Gambar 3-2 Contoh Layout Prasarana Pelabuhan Sungai Danau dan
Penyeberangan

3.3 Penomoran Elemen

Suatu elemen didefinisikan sebagai komponen struktural individu yang
membentuk suatu struktur. Fasilitas Pelabuhan SDP terdiri dari sejumlah
elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sifat-sifatnya
kompleks, tetapi untuk pemeriksaan, elemen yang ada dikelompokan
kedalam beberapa komponen untuk memudahkan prosedur pelaporan

pemeriksaan.

Fasilitas Pelabuhan SDP dibagi dan dikelompokan ke dalam 5 level
komponen yang dibagi menurut hirarki komponennya. Tujuan dari
pengelompokan ini adalah untuk memudahkan pembagian penilaian
kerusakan dan upaya perbaikan nantinya sehingga kegiatan perbaikan lebih
dapat “diisolasi” dan lebih efisien.



Pembagian fasilitas berdasarkan hirarki komponen adalah sebagai berikut :

Tabel 3-1 Hirarki Penilaian Komponen Fasilitas

Level
- Komponen

Pelabuhan secara keseluruhan dianggap sebagai

Level 1
sistem tertinggi dalam suatu kegiatan manajemen

pengelolaan Prasarana Pelabuhan SDP.

Fasilitas itu sendiri secara keseluruhan sesuai jenis
fasilitas pokok dan penunjang yang ada di dalam
pelabuhan sungai danau dan penyeberangan yang
Level 2 terdiri dari dermaga, bangunan gedung, tempat
tunggu kendaraan, pemadam kebakaran, fasilitas
penunjang lain di wilayah daratan, alur pelayaran
dan kolam pelabuhan, breakwater, dan rambu suar.

Fasilitas berdasarkan fungsi di dalam elemen itu
Lavel 3 sendiri di dalam komponen yang membentuk suatu
eve
pelabuhan, terdiri dari mooring dolphin, breasting

dolphin, movable bridge, breakwater, dll.

Pembagian berdasarkan fungsinya di dalam struktur,
Level 4 terdiri dari struktur atas dan struktur bawah suatu

konstruksi

Bagian yang secara individual dianggap bagian
terkecil dari elemen fasilitas prasarana pelabuhan.
Level 5 misalnya tiang pancang ke 2 dari mooring dolphin

terluar, gelagar melintang kedua dari struktur baja

MB, dan sebagainya.

Sistem penomoran sebagaimana ditunjukan pada Tabel 3.1. dan penjelasan
secara detail disampaikan pada sub bab berikut.







